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ABSTRAK 
Kereta Api adalah transportasi darat yang murah, aman, dan nyaman. Sehingga 
penumpang kereta api tersebuat adalah dari berbagai usia dan jenis pekerjaan. 
Fakta di lapangan ditemui banyak kereta api yang membawa penumpang tanpa 
membeli tiket secara hukum, penumpang naik di atap kereta, bahkan penumpang 
tanpa tiket, dan penjahat di kereta ekonomi lokal. Dalam hal ini kebutuhan P.T. 
yang KAI harus bertindak tegas. Salah satu cara berdasarkan Patahan Kewajiban 
Prinsip adalah dengan menghadirkan POLSUSKA bertanggung jawab atas 
penumpang disiplin yang tidak memiliki tiket, dan mengajarkan menegakkan 
disiplin terhadap petugas dan karyawan PT KAI, sanksi tegas terhadap karyawan 
atau petugas yang melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan 
undang-undang yang secara tegas. 
 
Kata Kunci : Prinsip Pertanggungjawaban, Polsuska, Penumpang, P.T. KAI 
ABSTRACT 
The train is a land transportation that is cheap, safe, and comfortable. So it 
becomes a reference passengers of various ages and types of work. Facts on the 
field encountered many trains that carry passengers without buying a ticket 
legally, passengers ride on the roof of the train, even passengers without tickets, 
and criminals in the local economy train. In this case the needs of the P.T. KAI 
must act decisively. One way based on Fault Liability of Principles is by 
presenting POLSUSKA in charge of discipline passengers who do not have a 
ticket, and teaches uphold discipline against officers and employees of PT KAI, 
strict sanctions against the employee or officer who violates or does not comply 
with existing regulations and legislation which expressly. 
 





Transportasi merupakan hal yang penting dan strategis dalam 
memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta 
mempengaruhi semua aspek kehidupan. Seperti halnya, transportasi darat. 
Contohnya adalah kereta api. Kereta api merupakan sarana transportasi yang 
mudah dijangkau oleh masyarakat. Di dalam melayani para konsumennya, P.T. 
KAI membedakan kereta api menjadi tiga kelas: dari kelas ekonomi dan kelas 
bisnis untuk masyarakat kelas menegah ke bawah dan kelas eksekutif untuk 
masyarakat ke atas. Perbedaanya antara kelas ekonomi-bisnis dan eksekutif adalah 
selain di sisi harga, fasilitas juga berbeda seperti: gerbong yang ber-AC, full 
3omes dan film, serta pemberian makan gratis, hal tersebut tidak akan kita jumpai 
di kelas bisnis dan ekonomi. Disamping itu juga, kereta api mempunyai 
keunggulan dari segi faktor hemat penggunaan ruang, tingkat keselamatan tinggi, 
tidak macet, hemat, ramah lingkungan, kemanan, dan kenyamanan serta biaya 
yang terjangkau membuat animo masyarakat lebih cenderung memilih kereta api. 
Fakta dilapangan ditemui masih banyak kereta api yang mengangkut penumpang 
tanpa membeli karcis secara legal, penumpang yang naik di atas atap kereta api, 
bahkan penumpang tanpa tiket (free rider), pedagang asongan, pengamen, 
pengemis dan pelaku tindak kejahatan di dalam KA ekonomi. Dikarenakan cara 
pandang penumpang masi rendah bahwa kereta api adalah transportasi yang 
murah, mereka tidak mengetahui akibat dari tidak membeli karcis secara legal. 
Adapula, petugas kereta api yang membiarkan penumpang masuk tanpa karcis. 
Penumpang yang masuk tanpa karcis berusaha melobby (suap) petugas kereta api 
dengan cara memberi uang lebih tanpa karcis.  
Eksistensi kereta api sebagai salah satu media transportasi darat telah 
diakui memiliki peranan yang sangat penting sejak pertama kali ditemukan hingga 
saat ini. Kereta api yang merupakan alat transportasi tertua di dunia dengan multi 
keunggulan komparatif seperti hemat bahan bakar, rendah polusi, bebas 
kemacetan, dan bersifat massal.
1
 Selain itu kereta api juga merupakan alat 
transportasi yang adaptif dengan tugas pokok dan fungsi mobilisasi arus 
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 www.kereta-api.com/, diakses pada tanggal 24 September 2013 
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penumpang dan barang di atas rel serta memiliki peran strategi dalam 
perkembangan ekonomi nasional. Fungsi mobilisasi arus penumpang 
mengantarkan penumpang sesuai dengan tujuan masing-masing berdasarkan 
karakteristik penumpang. Ada penumpang yang memiliki tujuan untuk liburan, 
bekerja sesuai rutinitas, berdagang, dll. Untuk pelaksanaan tugas di P.T. Kereta 
Api Indonesia (Persero), diperlukan proses pendidikan dan pelatihan secara 




Dalam kehidupan transportasi perkeretaapian yang berlaku di Indonesia 
merupakan tanggungjawab pemerintah pusat dan tanggungjawab penyelenggara 
sarana perkeretaapian yang terdapat di dalam pasal 157 Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2007. Pasal tersebut berbunyi: 
(1) Penyelenggara sarana perkeretaapian bertanggung jawab terhadap 
pengguna jasa yang mengalami kerugian, luka-luka, atau meninggal 
dunia yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api. 
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak 
pengguna jasa diangkut dari stasiun asal sampai dengan stasiun 
tujuan yang disepakati. 
(3) Tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dihitung 
berdasarkan kerugian yang nyata dialami. 
(4) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian tidak bertanggungjawab atas 
kerugian, luka-luka, atau meninggalnya penumpang yang tidak 
disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api. 
Jasa angkutan darat dalam menawarkan jasa harus berupaya memberikan 
pelayanan terbaik kepada para pelanggannya dan memiliki perbedaan serta 
karakteristik masing-masing. Konsumen akan sangat teliti menyeleksi dan sangat 
memperhitungkan jenis pelayanan yang diberikan jasa transportasi tersebut, 
sehingga hal ini merupakan sebuah tantangan dalam perkembangan 4omestic jasa 
transportasi. Konsumen mengharapkan untuk memperoleh pelayanan yang 
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 http://www.bumn.go.id/keretaapi/tentang-kami/tentang-sdm/, diakses pada tanggal 25 September 
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maksimal dari para penyedia jasa dengan menyediakan service yang memuaskan 
harapan mereka atau bahkan melebihi harapan mereka. Oleh karena itu, 
manajemen dari faktor jasa perlu untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan 
kepada pelanggannya. P.T. Kereta Api (Persero) Daop III Cirebon merupakan 
salah satu moda transportasi darat yang merupakan Badan Usaha Milik Negara 
yang berada di bawah naungan Departemen Perhubungan. P.T. Kereta Api 
(Persero) ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan layanan jasa 
transportasi darat. Keberadaan kereta api diharapkan bukan sekedar memenuhi 
kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi sebagai alat angkut dan distribusi 
saja akan tetapi untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat 
sebagai pemakai jasa kereta api, dengan memberikan kenyamanan, keamanan, dan 
ketepatan waktu. Sehingga mampu menciptakan keunggulan kompetitif terhadap 
jasa transportasi darat.   
 
B.  PERMASALAHAN 
P.T. Kereta Api (Persero) sebagai modal transportasi massal yang harus 
terus-menerus ditingkatkan pelayanannya sampai menuju pelayanan prima. 
Perusahaan ini menjadi salah satu moda angkutan massal yang menjadikan 
pelayanan pada pelanggan menjadi salah satu prioritasnya. P.T. Kereta Api 
(Persero) menawarkan pelayanan yang memuaskan, kenyamanan, dan 
keselamatan selama perjalanan. Upaya ini dilakukan agar pelanggan akan merasa 
puas dan terus menggunakan jasa angkutan P.T. Kereta Api. Namun demikian 
masih adanya kesan kurang baik dari pelanggan terhadap jasa layanan kereta api, 
akibat dari sering terjadinya kecelakaan yang dikarenakan kelebihan penumpang 
atau banyaknya “penumpang gelap” yang tidak berkarcis yang tentunya dapat 
mengurangi pilihan pelanggan untuk tetap menggunakan jasa layanan kereta api 
yang tentunya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. 
Terdapat kasus penumpang tidak berkarcis, bersumber Indosiar:
3
 Setiap 
akhir pekan atau libur panjang, suasana ramai kerap ditemui di tempat-tempat 
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 Bagus, Herawan, Ragam Penumpang Tanpa Karcis, 2013, 
http://www.indosiar.com/ragam/21263.html/, diakses 19 November 2013. 
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pemberangkatan penumpang seperti terminal bus, stasiun kereta, dan bandar 
udara. Suasana ramai itulah yang ditemui indosiar.com, dalam sebuah gerbong 
kereta api Cirebon Express jurusan Tegal-Cirebon-Gambir, setelah hari libur 
panjang. Padat dan penuhnya penumpang mendominasi setiap gerbong kereta api 
bisnis tersebut. Setiap kursi semua terisi bahkan yang berdiri pun berjejal-jejal, 
tak beda dengan kereta api Jabotabek kelas ekonomi. 
Padatnya penumpang disebabkan karena hampir semua penumpang 
memilih waktu yang bersamaan menaiki kereta tersebut. Tak peduli apakah dapat 
kursi atau tidak. Bahkan ada penumpang yang berani tidak membeli karcis atau 
menumpang. Disamping itu ada pula penumpang yang tetap membayar, namun 
biasanya dilakukan diatas kereta dan nilainya diluar tarif biasa. Dalam 
perjalanannya, menemui beberapa penumpang yang nekad tanpa karcis naik tanpa 
takut terkena razia kondektur.  
Penuhnya penumpang di kereta Cirebon Express Tegal-Cirebon-Gambir, 
bisa ditemui pada awal minggu atau Senin pagi. Rata-rata para penumpang 
berangkat pukul 04.00 WIB, untuk mengejar masuk kantor mereka di Jakarta. 
Karena itulah, sebagian penumpang ada yang menyempatkan diri untuk tidur di 
lantai kereta dengan beralaskan koran. "Saya memang sengaja tidak membeli 
karcis, males mending bayar di atas" ujar Yadi, seorang penumpang kereta api 
tersebut. Yadi, karyawan di departemen pemerintah memilih membayar di atas 
kereta, untuk mengurangi pengeluaran bulannya. Selama 6 tahun pulang pergi 
dengan menggunakan kereta, Yadi tidak pernah membeli karcis. "Tujuh tahun 
bertugas di Jakarta, saya mondar mandir Cirebon-Jakarta, dengan kereta tidak 
pernah bayar tuh" jelas Yadi. Pernyataan Yadi ini bukan tanpa argumen. 
Menurutnya ia tidak membeli karcis kereta karena kecewa dengan kondisi 
perkeretaan sekarang. Menurut Yadi jika sudah tidak ada tempat duduk, untuk apa 
dijual tiket tanpa tempat duduk. "Lebih baik naik langsung bayar sama kondektur 
keretanya", ucapnya. Benar saja, ketika kondektur mulai berjalan menagih, 
sejumlah penumpang mengeluarkan uang Rp 20.000, termasuk Yadi. Sementara 
menurut Dedi, membayar diatas jauh lebih murah dari pada membeli karcis. 
Mengingat setiap pekan harus pulang pergi Jakarta-Cirebon. Dengan membeli 
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karcis seharga Rp 40 ribu, dan tidak kebagian tempat duduk, lebih baik tidak 
membeli karcis dan membayar di atas kereta.  
Terdapat banyak kasus di Indonesia tentang tentang “penumpang gelap” 
yang tidak berkarcis, salah satunya adalah kasus dari lensaindonesia.com
4
 yakni, 
P.T. Kereta Api Indonesia Daop III Cirebon melakukan sweeping terhadap 
“penumpang gelap” di kereta api. Dalam operasi yang digelar diseluruh stasiun 
itu, Petugas P.T. Kereta Api (Persero) mendapati 140 orang tanpa karcis. 
“Sweeping dilakukan secara serentak di setiap stasiun  wilayah Daop III. 
 Penumpang yang tidak memiliki karcis terpaksa kita turunkan di stasiun 
terdekat,” kata Humas P.T. KAI Daop III, Sumarsono. Sumarsono 
menyampaikan, maraknya “penumpang gelap” terjadi di hari Jumat dan Minggu. 
Biasanya, yang menjadi sasaran penumpang tanpa karcis itu adalah kereta dari 
Cirebon menuju Jakarta. P.T. KAI Daop III mencatat, selama tiga bulan terakhir 
jumlah penumpang terus mengalami peningkatan. Pada sweeping Januari lalu 
tertangkap 97 penumpang tak berkarcis, sedangkan bulan Februari terdapat 50 
orang penumpang tak membeli karcis. 
 
C.  PEMBAHASAN 
1. Metode penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris yakni
5
 Penelitian 
terhadap Efektifitas Hukum. Penelitian terhadap efektifitas hukum merupakan 
penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyaratkat, 
penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, 
penelitian ini mensyaratkan penelitiannya di samping mengetahui ilmu hukum 
juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu 
sosial (social science research). 
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 Lensa indonesia, 2012, Kereta Api Indonesia Daop III Cirebon Turunkan Penumpang, 
http://www.lensaindonesia.com/sweeping-kereta-kai-daop-iii-cirebon-turunkan-penumpang-
gelap.html/, (24 september  2013) 
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 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 30. 
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Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam 
masyarakat, yaitu (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri; (2) petugas/penegak 
hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) 
kesadaran masyarakat. 
Kaidah hukum/peraturan dibuat dan dilaksanakan untuk kepentingan 
bersama. Baik P.T. KAI Daop III Cirebon maupun masyarakat selaku penumpang 
kereta api. Sehingga apabila peraturan yang dibuat dan disahkan bisa memberikan 
kenyamanan, kelancaran, dan kemananan bagi kedua belah pihak.  
b. Pendekatan Penelitian 
Metode pendekatan ini adalah penelitian hukum dengan mempergunakan 
cara pendekatan Yuridis Sosiologis. Yaitu metode pendekatan dengan mengkaji 
ketentuan hukum yang berlaku, serta apa yang terjadi dalam kenyataannya.
6
 
Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan adalah untuk mengetahui penerapan 
prinsip fault liability oleh pengangkut terhadap penumpang tidak berkarcis 
berdasarkan pasal 491 KUHD dan pasal 157 Undang-Undang no. 23 tahun 2007. 
c. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
- Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian di lapangan 
yang terkait dengan peran P.T. Kereta Api Indonesia dalam 
penerapan prinsip fault liability oleh pengangkut terhadap 
penumpang tidak berkarcis berdasarkan pasal 491 KUHD dan pasal 
157 Undang-Undang no. 23 tahun 2007. 
- Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan berupa 
literature dari buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan permasalahan dalam penelitian, data arsip dan data resmi 
lainnya, browsing dari internet, PDIH Universitas Brawijaya, 
Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, dan Perpustakaan 
Umum Kota Malang. 
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 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998,  hlm 
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2. Sumber Data 
Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, 
pengumpulan data dilakukan dengan cara: 
1. Teknik pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara 
yang dilakukan adalah dengan wawancara terarah yaitu peneliti sudah 
mengatur pertanyaan-pertanyaan tertentu dengan membatasi aspek-
aspek permasalahn yang diperiksa. 
2. Data Sekunder  
Data sekunder akan diperoleh dengan cara: 
a). Studi Kepustakaan 
Studi Kepustakaan didapatkan dengan cara mengumpulkan 
bahan-bahan di perpustakaan pusat Universitas Brawijaya dan Pusat 
Dokumentasi dan Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Brawijaya, 
Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, serta di Perpusatakaan 
Kota Malang yang terletak di Jalan Ijen. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
1. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-
pihak yang terkait, antara lain dengan Kepala P.T. KAI Daop III 
Cirebon dan para stafnya. 
2. Data sekunder diperoleh dari penelusuran: 
a)  Studi Kepustakaan, berupa literature dari buku, peraturan  
perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam 
penelitian antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 
Tentang Perkeretaapian. 
b)  Studi Dokumen, berupa arsip di P.T. KAI Daop III Cirebon, data 
hasil laporan sejenis (skripsi), catatan-catatan penting lainnya yang 
terkait dengan obyek penelitian. 
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c) Studi Internet, data didapatkan dengan cara mengakses dari internet 
yang berhubungan dengan bahan penulisan dan dibutuhkan untuk 
mendukung sebagai sumber data. 
4. Populasi dan Sampel 
1). Populasi 
Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individual atau unit 
atau seluruh gejala atau kegiatan yang akan diteliti.
7
 Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh staf dan karyawan yang berada pada PT 
Kereta Api Indonesia. 
 2).  Sampel 
Sampel adalah suatu bagian yang representative dari sebuah 
populasi yang dipilih untuk mewakili sebuah populasi dalam 
penelitian.
8
 Penentuan sampel dalam penelitian ini dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling yaitu 
pemilihan sampel penelitian secara sengaja oleh peneliti berdasarkan 
tujuan dan kriteria dan pertimbangan tertentu.
9
 Sampel dari penelitian 
ini adalah Bagian Humas dari Unit P.T. KAI Daop III Cirebon. 
5. Teknik Analisis Data 
Adapun yang telah dikumpulkan dilakukan dengan menggunakan metode 
Deskriptif analisis yaitu data yang dipaparkan secara menyeluruh kemudian 
dilakukan analisis sehingga dapat disusun suatu kesimpulan yang menjawab 
permasalahan yang ada. Maka, metode ini mempelajari pernyataan responden 
serta kenyataan yang ada sebagai suatu yang utuh. 
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 Rony Hanitijo Soemitro. Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, Ghalia Indonesia, Ghalia, 
1990,  hlm 44. 
8
 Ibid, hlm 45. 
9
 Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi, Grafika, Malang, 1990, hlm 
70. 
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6. Definisi Operasional 
1. Penerapan10, pengertian penerapan adalah perbuatan 
menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat 
bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, 
metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu 
kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang 
telah terencana dan tersusun sebelumnya. 
2. Fault Liability Tanggung jawab atas dasar kesalahan (based on fault 
liability) diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang sering disebut 
tindakan melawan hukum (onrechts matigdaad) yang berlaku secara 
umum kepada siapapun juga termasuk P.T. KAI dalam kapasitasnya 
sebagai penyelenggara angkutan kereta api. 
3. Pengangkut adalah orang, kuasanya, atau yang bertanggung jawab 




Pengangkut pada umumnya adalah orang yang mengikatkan diri untuk 
menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu 
tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat.
12
 
4. Penumpang Tidak Berkarcis 
Penumpang yang tidak memeiliki karcis sebagai tanda perjanjian saat 
berada dalam pengangkutan. 
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 http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html/, (1 
Oktober 2013) 
11
 http://beacukaiku.wordpress.com/2010/05/08/pengertian-sarana-pengangkut/ diakses pada 
tanggal 1 Oktober 2013. 
12
 H.M.N. Purwosucipto, Op.Cit, hlm 4. 
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2. Hasil Penelitian Penumpang  P.T.  Kereta Api Indonesia Daop III Tegal-
Cirebon-Gambir. 
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah berupa penyebaran 
angket dari berbagai karakteristik penumpang. Penggunaan metode ini dapat 
membantu peneliti untuk mengukur seberapa banyak penumpang yang tidak 
berkarcis dalam berkereta api dan mengetahui alasan adanya penumpang yang 
tidak berkarcis. Pada penerapan pendekatan ini sesuai dengan pasal 491 KUHD 
dan pasal 157 Undang-Undang perkeretaapian tahun 2007. 
                           Tabel 4.2   
Hasil Survey Angket Penumpang Tidak Berkarcis 
P.T. Kereta Api Indonesia Daop III Cirebon
13
 









2 Suriatin 34th/P Cirebon SMP Pedagang Berdagang 
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Berkarcis 
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44th/P Ciamis Sarjana Wiraswasta Berdagang 
Tidak 
Berkarcis 
10 Arifin 44th/L Tegal SMP Pedagang Berdagang 
Tidak 
Berkarcis 
11 Shinta 27th/P Ciamis SMA Wiraswasta Berdagang 
Tidak 
Berkarcis 




Analisis Tabel 4.2 
Berdasarkan Hasil Angket Penumpang Tidak Berkarcis  P.T. Kereta Api 
Indonesia Daop III Cirebon, dapat diketahui bahwa: 
 Dari 12 Penumpang, penumpang yang tidak berkarcis  x 100 = 100%.  
Prosentase diatas menunjukkan bahwa hampir seluruh penumpang 
khususnya Daop III Cirebon tidak berkarcis. Hal ini menunjukkan bahwa 
masih lemahnya penegak hukum atau petugas perkeretaapian.  
 
3. Analisis Data 
a) Penerapan Prinsip Fault Liability di P.T. Kereta Api Indonesia Daop 
III Cirebon Berdasarkan Pasal 491 KUHD dan Pasal 157 UU No. 23 
Tahun 2007. 
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 Menurut prinsip fault liability
14
 setiap pengangkut yang melakukan 
kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab 
membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu. Pihak yang 
menderita kerugian wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban 
pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkut. Prinsip ini 
diatur dalam Pasal 1365 KUHPer tentang perbuatan melawan hukum (illegal act) 
sebagai aturan umum (general rule). Sedangkan aturan khusus ditentukan 
Undang-Undang yang mengatur masing-masing jenis pengangkutan. 
Berdasarkan pasal 157 UU No. 23 Tahun 2007 tentang penyelenggara 
sarana perkeretaapian, yang bertanggung jawab terhadap pengguna jasa diangkut 
dari stasiun asal sampai dengan stasiun tujuan yang disepakati, serta bertanggung 
jawab kepada penumpang apabila terjadi kecelakaan. Pasal tersebut hanya berlaku 
bagi penumpang yang berkarcis. Maka apabila terdapat penumpang yang tidak 
berkarcis harus ditertibkan, bisa menggunakan cara dengan diturunkan di stasiun 
berikutnya dan mengenakan denda atas pelanggaran tersebut, karena jelas telah 
merugikan P.T. KAI. Hal tersebut jelas melanggar pasal 157 UU No. 23 Tahun 
2007 dan melanggar pasal 491 KUHD yang mewajibkan penumpang membayar 
ongkos atau biaya kepada pihak penyelenggara sarana dalam hal ini P.T. KAI. 
Menurut pasal 491 KUHD penumpang diwajibkan membayar ongkos atau biaya 
kepada pihak penyelenggara sarana pengangkutan yakni dikarenakan dengan 
membayar ongkos maka penumpang mendapatkan tiket atau karcis, yang 
dianggap sebagai tanda bukti atau surat jalan bahwa telah terjadi kesepakatan 
diantara kedua belah pihak, penumpang dan pengangkut yang mengadakan 
perjanjian. 
Sesuai dengan prinsip pertanggung jawaban fault liability apabila 
terjadinya kecelakaan, penumpang tersebut harus membuktikan bahwa dirinya 
telah dirugikan dan dapat meminta ganti rugi dari akibat kelalaian pengangkut 
tersebut apabila memiliki bukti yakni karcis atau tiket kereta api tersebut. Oleh 
karenanya, apabila berdasarkan prinsip pertanggung jawaban fault liability ini, 
jika penumpang yang gelap tidak berkarcis saat pengangkutan kereta api 
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mengalami kelalaian, yakni kecelakaan kereta api sebelum tiba di tempat tujuan 
maka pihak penyelenggara sarana pengangkutan kereta api yakni P.T. KAI tidak 
wajib untuk memberikan ganti rugi, karena dianggap perjanjian tersebut 
bertentangan. 
b)    Upaya Yang Dilakukan P.T.  Kereta Api Indonesia  Daop III Cirebon 
Dalam Menyelesaikan Kasus Penumpang Yang Tidak Berkarcis 
Berdasarkan Penerapan Prinsip Fault Liability 
Upaya tegas yang dapat dilakukan oleh P.T. KAI Daop III Cirebon adalah 
dengan menciptakan dan memberikan modal dasar bagi seluruh karyawan dan 
para petugasnya berupa kedisiplinan yang tinggi untuk mematuhi peraturan yang 
telah ada, lebih ketat memeriksa tiket para penumpang kereta api yang akan 
melakukan perjalanan ke suatu tujuan. Sehingga dapat dipastikan semua 
penumpang pengangkutan kereta api memenuhi kewajibannya dan memiliki suatu 
tanda bukti perjanjian dengan membayar karcis atau tiket sebagai bukti untuk 
melakukan perjalanan menggunakan pengangkutan kereta api. Maka dengan 
begitu apabila sampai di perjalanan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti 
kecelakaan kereta api, pihak penumpang dapat langsung menunjukkan tiket kereta 
api yang dianggap sebagai bukti surat perjanjian antara pihak penumpang dan 
pihak pengangkut yang sah, sehingga dapat meminta ganti rugi sebagai korban 
terjadinya kecelakaan pengangkutan kereta api. Sehingga dengan begitu pihak 
P.T. KAI dapat langsung bertanggung jawab dengan melakukan kewajiban 
memberikan ganti rugi sesuai dengan yang diperjanjian di dalam aturan tentang 
perkeretaapian tersebut. Ganti rugi yang diberikan P.T. KAI kepada penumpang 
apabila terjadi kecelakaan kereta api sebagai wujud dan bentuk kepedulian dan 
tanggung jawab moril. Penumpang tidak dirugikan karena P.T. KAI 
bertanggungjawab sepenuhnya terhadap korban ataupun penumpang yang 
mengalami luka-luka. 
Memulai semua perbaikan dan peningkatan kualitas mutu dari jajaran para 
karyawan dan para petugas P.T. KAI Daop III Cirebon, diharapkan para 
penumpang akan menyesuaikan diri dengan disiplin menaati peraturan yang telah 
dibuat oleh pihak penyelenggara perjalanan pengangkutan kereta api. Perbaikan 
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dan peningkatan kualitas mutu dari jajaran para karyawan dan petugas merupakan 
suatu bentuk keprofesionalan layanan perkeretaapian. Kualitas mutu diterapkan 




1. Penerapan Prinsip Fault Liability di P.T. Kereta Api Indonesia Daop 
III Cirebon bagi penumpang yang tidak berkarcis karena melanggar 
pasal 157 UU No. 23 Tahun 2007 dan melanggar pasal 491 KUHD 
yang mewajibkan penumpang membayar ongkos atau biaya kepada  
pihak penyelenggara sarana dalam hal ini P.T. KAI.  
2. Upaya yang dilakukan P.T. Kereta Api Indonesia Daop III Cirebon 
dalam menyelesaikan penumpang tidak berkarcis berdasarkan 
penerapan prinsip fault liability yakni a) memperketat kontrol 
penumpang yang tidak berkarcis, b) memberlakukan e-ticketing, c) 
memberlakukan atau memberi denda Rp. 50.000,00 pada setiap 
penumpang yang melanggar, d) menghadirkan POLSUSKA. 
Saran 
Seyogyanya bagi setiap penumpang lebih belajar mendisiplinkan diri 
dan mempunyai kesadaran yang tinggi untuk membeli tiket/karcis di 
loket pembayaran sebagai pengguna jasa kereta. Karena seketat 
apapun peraturan yang dibuat PT KAI tanpa adanya kesadaran hukum 
dan taat hukum dari penumpang sendiri, semuanya tidak akan berjalan 
dengan lancar. Hal ini akan semakin membuat citra perkeretaapian di 
Indonesia menjadi semakin memburuk. Hal ini juga tidak lepas dari 
peran petugas PT KAI yang diharapkan mampu meningkatkan 
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